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ABSTRACT

ANALYSIS COMPARATIF OF NON PERFORMANCE FINANCING
BEFORE AND AFTER PUBLISHED OF FATWA NUMBER 84/DSN-
MUI/X11/2012
AT SHARIA BANKING

(Census Of Four Sharia Banking At Tag kmal aya)

Jajang Badruzaman

The objectives of this research to identify and analyze the ratio of Non Performing
Financingl before and after the issuance of fatwa No. 84 / DSN-MUI / XI1/2012 in
Islamic banks. The data used in this research are secondary data from published
financial reports of banks each quarter during the period 2011-2014. The method
used is the method of comparative analysis with the census approach on four
banksin Tasikamalaya (PT. Bank Jabar Banten Shariat, PT. BankMuamalat, BPRSAI
Madinah and PT. BPRS Al Wadiah). The analysis technique used is paired samples
t-test using SPSS 16.0 softwar e for windows to mengolahban data.

Results showed that the data processing at the PT. Bank Jabar Banten
Sharia, PT. Bank Muamalat, and PT. BPRS Al Wadiah showed no significant
differences Non Performance Financing before and after the fatwa. While at PT.
BPRS Al Madinah, the results of the analysis showed that there are significant
differences Non Performance Financing before and after the fatwa

Key Word : Non Performace Financing (NPF)



ANALISIS KOMPARATIF NON PERFORMANCE
FINANCING SEBELUM DAN SESUDAH DITERBITKANNYA

FATWA NOMOR 84/DSN-MUI/XI1/2012
(SENSUS PADA EM PAT BANK SYARIAH DI TASKMALAYA)

ABSTRAK

Disusun Oleh :
Jajang Badruzaman

Pendlitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan
Non Performance Financingl sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa No.
84/DSN-M UI/X11/2012 pada bank syariah. Data yang digunakan dalam pendlitian
ini addah data sekunder berupa laporan keuangan publikasi bank setigp triwulan
sdama periode tahun 2011-2014. Metode penditian yang digunakan adaah
metode komparatif analisis dengan pendekatan sensus pads empat bank syariat di
Tasikamdaya. Teknik andisis yang digunakan addah paired samples t-test
dengan menggunakan perangkat lunak spss 16.0 for windows untuk mengolahban
data

Hasil pengolahan date diperolah bahwe pada PT. Bank Jabar Banten
Syariah, PT. Bank Muamdat, dan PT. BPRS Al Wadiah menunjukan tidak
terdapa perbedaan secara signifikan Non Performance Financing sebelum dan
sesudah adanya fatwe. Sedangkan pada PT. BPRS Al Madinah, hasil andisis
penditian menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan Non Performance
Financing sebelum dan sesudah adanyafatwa

Kata Kunci : Non Performance Financing

BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dadam Undanc-Undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-Undang No. 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagamana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa berdasarkan kegatan usahany a,
bank dibag menjadi dua yatu bank yang melaksanakan kegatan usaha secara
konvensiona yang disebut bank konvensiona dan bank yang melaksanakan
kegatan usahaberdasarkan prinsip syariah yang disebut bank syariah.



Kehadiran bank syariah sgak tahun 1992 di Indonesia merupakan fenomena
tersendiri yang telah menarik perhatian, karena sebaga bank yang bebas bunga
telah berhasil bertahan daam krisis pada tahun 1997-1998. Karakteristik bank
syariah telah menarik perhatian para pelaku perbankan di Indonesia. Sgak tahun
2000, perkembangan perbankan syariah sudah mula meningkat sering dengan
banyak bermunculan bank-bank umum yang membuka kegatan perbankan
dengan prinsip syariah bailk dalam bentuk Bank Umum Sy ariah ataupun Unit-Unit
Syariah. Perkembangan perbankan syariah mengalami progresivitas yang cukup
bak dan signifikan. Ha ini dapat dibuktikan dengan hasil riset statistik
perkembangan perbankan sy ariah y ang ditunjukkan padatabel 1.1.

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah
Indikator 2009 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Des Jan
Bank Umum Syariah
- Jumlah Bank 6 11 11 11 11 12 12
- Jumlah Kantor 711 1215 1401 | 1.745 | 1.998 | 2.151 | 2.145
Unit Usaha Syariah
- Jumlah Bank Umum 25 23 24 24 23 22 22
Konvensiond yang memiliki
Uus
- Jumlah Kantor 287 262 336 517 590 320 322
Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah
- Jumlah Bank 138 150 155 158 163 163 164
- Jumlah Kantor 225 286 364 401 402 439 477
Total Kantor 1.223 1763 | 2.101 | 2.663 | 2.990 | 2.910 | 2.944

Smber: Satigtik Perbankan Syariah OtoritasJasaK euangan Januari 2015

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
mendefinisikan bank syariah adalah bank yang menjdankan kegatan usashanya
berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum
Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Sesua dengan fungsi bank sebagai
financial intermediary, Bank syariah menjdankan kegatan operasiondnya
sebagmana mestinya dengan menghimpun dana dari masyarakat (nasabah) dan
menydurkan atau mendistribusikan dana tersebut kepada masyarakat (nasabah)
yang membutuhkan dana daam bentuk produk-produk yang terdepat di bank
syaiah.

Dengan melihat phenomena tersebut perlu adanya pedoman yang mengkat
tentang ketentuan yang dapat laksnakan oleh perbankan syariat. Pedoman yang
dibuat agar pelaksanaan perbankan syariat ini bisa berjdan dengan efektif maka
ada bebergpaketentuan yang harus dilakukan oleh perbankan syariat ini yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi
dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun
2012 Nomor 199,

2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
5353) yang diberitahukan medui Surat Edaran Bank Indonesia No




15/26/DPbS yang dikduarkan pada tanggd 10 juli 2013, makaperlu diatur
ketentuan mengenal pedaksanaan pedoman akuntansi perbankan syariah
Indonesia (PAPS) Dimana didaamnya terdapat bebergpa ketentuan —
ketentuan baru yang digulirkan. Sdah satu ketentuanny a adalah mengenai
pengakuan keuntungan daam transeksi murabahah dinyatakan bahwa
pengakuan keuntungen murabahah untuk bank syariah dapat dilakukan
dengan metode anuitas atau proporsiond.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasiond Nomor 84/DSN-M UI/X11/2012 tanggal 21
Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan M urabahah di
Lembaga Keuangan Syariah.

M enyikapi adanya fatwa tersebut, menimbulkan banyak polemik diantara
perbankan syariah. Karena kita ketahui bahwa metode anuitas addah metode
pengakuan keuntungan yang digunakan daam bank konvensiona yang identik
dengan keuntungan berbasis ribe. Perhitungan keuntungan antara metode anuitas
dan proporsiona ini jelas berbeda. Sehingga hd ini jelas berdampak pada
keuntungan yang akan diakui bank syariah yang tercermin ddam lgporan
keuangan. Laporan keuangan ini merupakan output akhir yang berisi informasi
keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu yang diperuntukan bag para
pengambil keputusan. Laporan keuangan digunakan sebaga dasar untuk
melakukan evauasi dan menila Non Performing financing perusahaan. Apakah
dengan diberlakukanny s metode anuitas daam pengakuan keuntungan murabahah
akan memberikan Non Performing financing yang lebih baik ataukah tidak.

Bebergpa penditian sebelumny ameny atakan bahwa:

Nurul Qomariyah (2014), Jurnd Ilmiah Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Mdang, dengan judul Penentuan
Margn Akad M urabahah, penditian pada PT Bank M uamalat Indonesia Cabang
Maang Hasil penditian menunjukkan bahwa Bank Muamdat Indonesia
menetapkan margn murabahah sama dengan suku bunga kredit yang berlaku di
bank konvensional.

Erlita Eka Fatmawati (2014), Jurnd Ilmiah Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Maang, dengan judul Perlakuan
Akuntansi Akad M urabahah Berbasis Margn Anuites, penditian pada BMT
Sunan Kadijogo Mdang Hesil penditian menunjukkan bahwa BMT SUNAN
KALIJOGO menggunakan metode anuitas daam mengakui  keuntungan
pembiayaan murabahah dan menggunakan kombinasi PSAK 102 dengan PSAK
55.

Berdasarkan fenomena penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul “AnalisisKomparatif Non Performing financing Sebelum dan Sesudah
Diterbitkannya Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XI1/2012 di Perbankan Syariah
(Sensus pada PT. Perbankan Syariah di Tasikmalaya).”



1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengdentifikasi beberapa
masaah dengan rumusan masalah sebag berikut:

1. Bagaimana Non Performing financing Perbankan Syarish di Tasikmadaya
sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa No. 84/DSN-M UI/XI1/2012 di
lembage keuangan sy ariah.

2. Apakah terdapat perbedaan atas Non Performing financing Perbankan Syariah
di Tasikmdaya sebdlum dan sesudah diterbitkannya fatwe No. 84/DSN-
M UI/X11/2012 di lembaga keuangan sy ariah”

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapa
ddam penditian ini adaah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan Non Performing financing Perbankan
Syariah di Tasikmadaya sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa No.
84/DSN-M UI/X11/2012 di lembaga keuangan sy ariah

2. Mengetahui dan menganalisis perbedaan atas Non Performing financing
Perbankan Syariah di Tasikmdaya sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa
No. 84/DSN-M UI/X11/2012 di lembaga keuangan sy ariah.

BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustkan

Undang-Undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-Undang No 7 Tahun
1992 tentang Perbankan yang kemudian mengdami diubah dengan Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 bahwa ddam menjadankan kegatan operasionanya,
bank terbag menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank
Syariah sebaga lembaga keuangan bank yang berprinsip syariah mempunyai
posisi yang kuat ddam perkembangan perekonomian masyarakat. Ha tersebut
depa terlihat daam bentuk kekutsertaan masyarekat ddam kegatan Bank
Syariah bak itu ddam penyimpanan dananya maupun pengguan untuk
pembiay aan. M asy arakat y ang menyimpan dananyadi Bank Syariah pun berharap
untuk bisa mendapatkan manfaat dari penyimpanannya tersebut, sehingga untuk
sading memberikan manfaat Bank Syariah menydurkan dana tersebut untuk
menghasilkan keuntungan. Dengan begtu, maka pihak penyimpan pun akan
memperoleh bagan dari pendapatan yangdiperoleh oleh Bank Syariah.

UU No. 21 tahun 2008 menyatakan bahwa bank syariah terdiri atas Bank
Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Bahkan dewasa ini semenjak
industri perbankan syariah mengaami perkembangan yang signifikan banyak
diantaranya bank umum konvensionad yang melebarkan sayapnya dengan
membentuk unit usaha syariah. Bank syariah ddam menjadankan fungsinya
sebaga lembaga intermediasi keuangan, tentunya memiliki kegatan sebagamana
mestinya M enghimpun dana dari masyarakat kemudian mendistribusikan dana
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yanga ada kepada pihak daam ha ini nasabah yang memerlukan melaui produk-
produk yang ditawarkan seperti hanyapembiay aan.

Pembiayaan ddam syariah dapat diartikan sebaga aktivitas suatu pendanaan
dari satu pihak kepada pihak lain dadam meaksanakan aktivitas ekonomi untuk
menghasilkan manfaat berupa keuntungan. Sebagamana dijelaskan bahwa
pembiayaan addah penyediaan dana atau taghan yang dipersamakan dengan itu
berupa

a transaksi bag hasil ddam bentuk mudharabah dan musyar akah;

b. transaksi sewe-menyewa ddam bentuk ijarah atau sewa bei dadam

bentuk ijarahmuntahiyabittamlik;

c. transeksi jua beli ddam bentuk piutang murabahah, salam, dan

istishna’;

d. transaksi pinjam meminjam daam bentuk piutang gardh; dan

e transeksi sewes-menyewa jasa ddam bentuk ijarah untuk transaksi

multijasa

Ketentuan syariah dalam akuntansi transaksi keuangan timbul karena adanya
praktik transaksi syariah yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah daam
kegatan operasiondnya. Transaksi syarish merupakan transaksi yang didasari
oleh nilai-nila dan prinsip-prinsip Syariah. Waaupun berbasis prinsip syariah
Islam, transeksi syariah terbukti dapat diterima secara internasiond karena nilai-
nila yang diterapkan bersifat universa. Di Indonesia, perkembangan transaksi
syaiah didukung fakta bahwa sedlama krisis keuangan pada tahun 2008,
perbankan syariah, sebaga pdaku utama transeksi syariah, tetap menunjukkan
Non Peforming financing yang tangguh dengan mempertahankan non
performing financing di bawah 5%. Sdah satu skema pembiayean yang cukup
signifikan daam penyauran dana masyarakat adadah meaui akad Murabahah.
Murabahah suatu taranseksi penjudan barang dengan menyatakan harga
perolehan dan keuntungan (margn) yang disepakati antara penjud dan pembeli
dengan pembay aran secaratuna aaupun ditangguhkan.

Sebelum tahun 2007, ketentuan akuntansi terkait transaksi syariah diatur di
ddam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 mengenai Akuntansi
Perbankan Syariah. Pada tahun 2007, pengaturan atas transaksi syarish pada
PSAK 59 digatikan dan dijabarkan lebih lanjut pada PSAK 101 - 110.
Pengaturan mengenai Akuntansi Murabahah dijabarkan pada PSAK 102 dan telah
ditetapkan oleh Dewan Sandar Akuntansi Syariah (DSAYS) Al sebagal lembaga
yang menyusun standar akuntansi terkait transaksi syariah. PSAK 102 mengena
Akuntansi Murabahah memberikan pengaturan mengena  pengakuan,
pengukuran, penygian, dan pengungkapan transaksi Murabahah bak bag pihak
penjua maupun pembeli. Pada Januari 2013, DSA Smenerbitkan Buletin Teknis 5
(Bultek 5) mengena Pendapatan dan Biaya terkait Murabahah serta Buletin
Teknis 9 (Bultek 9) mengenal Penergpan M etode A nuitas dalam Murabahah .

PSAK 102 menyatakan bahwa harga jual ddam akad Murabahah merupakan
biaya perolehan ditambah marjin keuntungan yang disepakati antara penjud dan
pembdi. Ddam praktiknya, pada transaksi Murabahah, Lembaga Keuangan
Syariah (bertindak sebaga penjud) dapat menerima pendapatan diluar marjin
keuntungan seperti biaya administrasi dan biaya lan yang dapat dikatkan
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langsung dengan pembiayaan Murabahah. Sdain menerima pendapatan tersebut,
Lembaga Keuangan Syariah juga mungkin menanggung beban yang terkait
langsung dengan pembiay aan Murabahah, seperti biaya komisi, biaya surve, dan
biaya lain. Perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah
atas komponen beban tersebut beragam, sebagan mengakui secara langsung
sebaga beban pada periode berjdan, sebagan yang lain mengakui sebaga beban
selama masalperiode akad.

Bultek 5 diterbitkan oleh DSAS dengan tujuan untuk menyeragamkan
perlakuan akuntansi atas pendgpatan serta biaya yang timbul dari transaksi
Murabahah, di luar biaya perolehan barang dan marjin keuntungan. K etika timbul
pendapatan dan biaya yang terkait langsung dengan transaksi Murabahah, maka
Lembaga Keuangan Syariah (ddam ha ini bertindak sebaga penjua) mengakui
seuruh pendapatan dan biaya tersebut selaras dengan pengakuan keuntungan
Murabahah yang diatur ddam PSAK 102.

Untuk nasabah (dalam hd ini bertindak sebagai pembdi), biayatransaksi yang
timbul dari transaksi Murabahah diakui sebaga bagan dari biaya perolehan aset,
sesual dengan ketentuan di PSAK 16 Aset Tetap paragraf 16.

Pada tanggd 21 Desember 2012, Dewan Syariah Nasiona M gelis Ulama
Indonesia (DSN MUI) mengduarkan Fatwa No. 84/DSN- M UI/XI1/2012
mengena M etode Pengakuan Keuntungan pembiayaan Murabahah di Lembaga
Keuangan Syariah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa pengakuan keuntungan
Murabahah secara proporsiona boleh dilakukan sdama masih sesua dengan
kebiasaan yang berlaku di kalangan Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut
juga menyatakan bahwa pengakuan keuntungan pembiayaan Murabahah daam
bisnis yang dilakukan olen Lembaga Keuangan Syariah boleh dilakukan secara
proporsiond dan secara anuitas sdama sesua dengan kebiasaan yang berlaku di
kalangan Lembaga Keuangan Syariah. Menindaklanjuti fatwa tersebut, DSAS
menerbitkan Bultek 9 dengan tujuan untuk menyeragamkan perlakuan akuntansi
atas pembiay aan Murabahah y ang keuntunganny adiakui secara anuitas.

Pembiayaan Murabahah yang keuntungannya diakui secara anuitas secara
substansi dikategorikan sebaga kegatan pembiayaan (financing). Akuntansi
untuk pembiayaan Murabahah yang substansiny a dikategorikan sebagal kegatan
pembiayaan mengacu pada PSAK 50 (Revisi 2015) Instrumen Keuangan:
Penygian, PSAK 55 (Revisi 2015) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan
Pengukuran, serta PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan. Termasuk
ddam pengaturan pada PSAK tersebut adadah akuntansi penurunan nila,
pengungkapan risiko secara kuditatif dan kuantitatif yangtimbul dari pembiay aan
Mur abahah.

Secara syariah dadam kondisi perhitungan margn murabahah secara anuitas,
transaksi pembiay aan murabahah tersebut tetap sesua dengan prinsip syariah dan
sah sebagamana ketentuan faawa DSN M UI sekdipun LKS pencatatannya
diharuskan mengkuti akuntansi transaksi keuangan konvensional PSAK 50/55/60
sebagaimana diatur dalam SEBI nomor 15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013. Namun
jlka LKS medakukan transaksi Murabahah dan pengskuan pendapatan dari
transaksi jud-bdi dengan metode proporsiond maka pencatatan trnaskasi
murabahah menggunakan PSAK 102.
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Berdasarkan adanya fatwa tentang perbankan syariah bolen menggunakan
metode anuitas daam pengakuan keuntungan murabahah, penulis mengandisis
bagamana Non Performing financing sebelum adanya fatwa dengan
menggunakan metode proporsiona dan Non Performing financing setelah adanya
fawa dimana perbankan syariah boleh menggunakan metode anuitas daam
pengakuan keuntungan murabahah menggunakan rasio keuangan.

2.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadgp rumusan masaah
pendlitian. Hipotesis juga dapat dinyatakan sebaga jawaban teoritis terhadap
rumusan masalah penditian, belum jawaban yang empirik. (Sugyono, 2013:93)

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diurailkan diatas, maka hipotesis
penulis ddam pendlitian ini adalah Terdapat perbedaan Non Perfor ming financing
Perbankan Syariah di Tasikmaaya sebelum dan sesudah diterbitkanny afatwaNo.
84/DSN-M UI/X11/2012 di lembaga keuangan sy ariah.

BAB llII
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Pada pendlitian ini, yang menjadi objek penditian adalah Non Performing
financing sebeum dan sesudah adanya fatwa N0:84/DSN-M UI/X11/2012 meaui
da andisis rasio keuangan kuditas aktiva produktif yatu NPF. Sedangkan
subjek pada penditian ini adadah perbankan syariah yang ada di Tasikmdaya
yatu PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank Muamdat, PT. BPRS Al-
Wadi’ ah, dan PT. BPRSAI-M adinah.

3.2 Metode Penelitian

Metode penditian merupskan cara ilmish yang digunakan untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugyono, 2013:2).
M etode yang digunakan dadam penelitian ini addah metode komparatif anditis
dengan pendekatan sensus. M etode komparatif anditis adalah suatu metode yang
bersifat membandingkan keberadaan satu variabd atau lebih pada dua atau lebih
sampd yang berbeda. (Sugyono, 2013:54).

Menurut Dra Aswani Sudjud (Arikunto, Suharmini, 2013:310) metode
komparatif akan dapa menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-
perbedaan tentang bends-benda, orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap
orang, kelompok, suatu ide atau prosedur kerja

Pendekatan sensus adalah proses pengumpulan data seluruh populasi untuk
mengetahui  besaran-besaran populasi (dengan demikian tidak meaui proses
penaksiran). (Abdul Hakim, 2011:11)



13

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Variabe merupakan suatu atribut atau sifat atau nila dari orang, objek atau
kegatan yang mempunya variasi tertentu yang ditergpkan oleh penditi untuk
dipegari dan ditarik kesimpulannya (Sugyono, 2013:59). Berdasarkan judul
penditian “Analisis Komparatif Non Performing financing Sebelum dan
Sesudah Diterbitkannya Fatwa No. 84/DSN-MUI/XI1/2012 di Perbankan
Syariah”, maka terdapat dua variabd independen yang diukur daam penditian
ini. Untuk lebih jelasnya, tabel operasiondisasi variabel penditian dapat
disgjikan tabd 3.1.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian
Variabd Definisi Variabd Indikator Skala
Pengukuran

Non Meode sebdum fawa menggunakan Rasio Keuangan: Rasio
Performing metode proporsiond (Tharigah  -Rasio KAP (NPF)
financing Mubasyirah) yatu pengakuan keuntungan
Sebdum fawe yang dilakukan secara proporsiond aas
(metode jumlah piutang (harga jud, tsaman) yang
proporsiond) berhasil  ditagih dengan mengdikan
(X11) persentase  keuntungan terhadgp jumlah

piutang yang berhasil ditagih (al-atsman

al-muhashshal ah).

(Fawe Dewan Syariah Nasiond

NO: 84/DSN-MUIIXINI/2012)
Non Meode sesudah fawa menggunakan Rasio Keuangan: Rasio
Performing metode anuitas (Tharigah al-Hisab al- - Rasio KAP (NPF)
financing Tanazuliyyah/Tharigah al-Tanaqushiyyah)
Sesudah fawe yaitu  pengakuan  keuntungan  yang
(metode dilakukan secara proporsiond aas jumlah
anuitas) sisa haga pokok yang bdum ditagih
(X12) dengan mengdikan persentase keuntungan

terhadgp jumlah sisa harga pokok yang
bdum ditagih (al-atsman al-
mutabaqqiyah);

(Fawe Dewan Syariah Nasiond

NO: 84/DSN-MUIIXII/2012)

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data meliputi pengumpulan data primer dan
skunder

3.2.3 Populasi Sasaran

Populasi adalah wilayah generdisasi yang terdiri atas objek/subjek yang
mempunya kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penditi untuk
dipegari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugyono, 2013:115). Populasi
sasaran pada penditian ini adalah perbankan syariah yang ada di Tasikmaaya
sebagamana dilihat daam tabd 3.2.
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Tabel 3.2
Populasi Sasaran
No Nama Bank Syariah Alamat
1 Bank Jabar Banten (BJB) Syariah J. Sutisna SenjayaNo 77 Tasikmdaye
2. Bank Muamdat Indonesic J. HZ. MustofaNo 249 Tasikmdays
3. BPRS Al-Madinah J. Sutisna SenjayaNo 99 Tasikmdaye
4, BPRS Al-Wadiah J. R. Ardiwinangun Ruko | No 10/26 Pasar
Cikurubuk Tasikmdays

3.3 Model atau Paradigma Penelitian

M enurut Sugyono (2013:63), model atau paradigma penelitian merupakan
pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabd yang akan diteliti yang
mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masdah yang perlu dijavab medui
penditian, teori yang akan digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan
jumlah hipotesis, sertateknik andisis statistik yang akan digunakan.

M odd atau paradignma ddam penditian ini adalah

R X0O1

R 02

O1 = Non Performing financing sebelum fatwa
O2 = Non Performing financing sesudah fatwa
Pengaruh Perlakuan = O1 - 02

Non Performing financing
Keuangan Perbankan Syariah

v

i Fatwa Dewan Syariah ‘l'
Non Performing financing Nasiona Nomor: 84/DSN- Non Performing financing
keuengen sebdum faws  Led  MUI/XII/2012tanggd 21 [=P]  keuangan sesudah fatwe
(Metode Proporsiona) Desember 2012 (metode anuitas)
Uji Bede
SN «——

(Paired samples t-test).

Gambar 3.2
Paradigma Penelitian
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3.4 Teknis Analisis Data dan Uji Hipotesis
3.4.1 Teknis Analisis Data

Teknik andisis data yang digunakan adaah menggunakan teknik statistik
yang berupa uji beda due rate-rata (Paired samples t-test). Tujuan digunakan uji
beda t-test adaah untuk mengetahui gpakah ada perbedaan rata-rata diantara dua
sampd yang berhubungan. Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan
perbedaan antara dua nila rate-rata dengen standar eror dari perbedaan rate-rata
dua sampsd.

3.4.2 Uji Hipotesis
Untuk menguji  hipotesis penditian, dilakukan rancangan pengujian
hipotesis statistic sebaga berikut:
1. Uji Prasyarat Analisis
a. Uji normalitasdengan Uji Lilliefors
Pengujian normditas dilakukan untuk menguji apakah data yang akan
diandlisis mempunya distribusi norma atau tidak norma. Sugyono (2007:76)
mengemukakan bahwa “suatu data membentuk distribusi norma, bila jumlah
data di atas dan di bawah rata-rata addah sama, demikian juga simpangan
bakunya” Pengujian normditas dengan menggunakan Uji Lilliefors bertujuan
untuk menguji normalitas data yang tidek disusun daam daftar distribusi
frekuensi dan jumlah data sedikit (4<n<30).
b. Uji homogenitas dengan uji Fmaksmum
Pengujian homogenitas varians dilakukan untuk menguji gpakah data
bersifat homogen atau tidak homogen. Uji homogenitas varians ini bisa dilakukan
jika data yang akan diuji terbukti berdistribusi norma. Uji Homogenitas Varians
dengan Fmaksimum ini digunakan untuk menguji gpakah dua buah varians
homogen atau tidak.

2. Uji Hipotesis dengan Uji t
Langkah andisis datauntuk menguji hipotesis dengan uji t adalah:
a Formulasikan Ho dan He
Ho: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Non Performing
financing sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa tentang metode
pengakuan keuntungan murabahah
He: Terdapa perbedaan yang signifikan antara Non Performing financing
sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa tentang metode pengakuan
keuntungan murabahah
Hipotesis Satistiknya
Ho:pA =puB
Ha: pA # uB
b. Pemilihan Tes Statistik
1. Menghitung rate-rata( X ) dari setiagp populasi

X1 =251 dan x2 =2%2
nl n2

(Sugyono, 2014:57)

2. M enghitung simpangan baku (S) dan varians (S?) dari setiap populasi
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_ |E(x1-X1)2 _ |E(x2-X2)2
S1 = \/—(n1—1) dan S2 = /—(nz_l)

c. Menghitung nila t dengen rumus:

(Sugyono, 2014:49)

, X1- X2
t hitung =
SR EATE
nl n2 Vni/\Wn2

(Sugyono, 2014:122)

d. Menghitung derga kebebasan (v) dengan rumus: v = (Nl + N2 — 2) dengan
tingkat signifikasi sebesar 5% (0=0,05)

e. Cai nila T tabe dari daftar nilai persentil untuk distribusi t dengan rumus:
t tabel = t(l—lo()(v)

2 - g .

(dengan o = taraf signifikasi dan v = derajat kebebasan)

f. Membandingkan nilai t hitungdengan nila t tabel dengan kaidah keputusan:
TerimaHo dan Tolak Ha: —t%a <t hitung < t%a

Tolak Hodan TerimaHa: - t hitung < —t%a ataut hitung > t%a
g Membuat kesimpulan pengujian hipotesis

BAB IV
PEMBAHASAN
4.1.NPF Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya Fatwa
Berikut ini addah NPF sebelum dan sesudah fatwa pada empat perbankan
syariah yaitu PT. BJBS Syariah, PT. M uamdat, PT, BPRS Al Wadiah, dan PT.
BPRSAI M adinah.

Tabel 4.1
Non Performing Financing
Bulan dan NPF (%) BJB NPF (%) BMT NPF (%) Al Wa diah | NPF (%) Al Wa diah
Tahun Syaia
Sebdum Setdah | Sebdum Sedah | Sebdum Setdah | Sebdum Setdah
Fatwe Faws | Fawe Fatwe Fatwe Fatwe Fatwe Fatwe
(2011- (2013- (2011- (2013- (2011- (2013- (2011- (2013-
2012) 2014) 2012) 2014) 2012) 2014) 2012) 2014)
Maret 1,90 6,19 4,40 6,45 6,53 5,96 0,00 0,06
Juni 2,21 11,59 7,68 6,37 6,41 5,76 0,08 0,84
September 10,56 7,10 7,53 5,54 5,76 4,87 0,04 0,80
Desember 8,42 3,36 3,65 7,10 4,32 4,53 0,08 1,70
Maret 8,30 4,57 6,57 9,12 4,69 5,30 0,12 2,81
Juni 7,90 5,42 5,51 10,94 4,37 4,19 0,08 521
September 7,39 10,53 5,07 14,46 4,18 3,87 0,13 3,22
Desember 5,90 8,80 4,80 19,60 4,98 4,55 0,11 4,23
Jumlah 52,57 57,56 45,20 79,58 41,25 39,03 0,64 18,87
Rae-Raz 6,57 7,19 5,65 9,95 5,16 4,88 0,08 2,36

Sumber : Datzdiolah




4.2. Uji Hlpotesis dan Pengolahan
Tabel 4.2
Hasil Output SPPS Uji Paired Samples t-test
Paired Samples Statistics
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Nama Bank Std. Std. Error
Mean N Deviation Mean
PT.BJBS Par 1 Sebdum 6.5725 8 3.07162 1.08598
Sesudah 7.1950 8 2.89783 1.02454
PT. Bank Muamd at Par 1 Sebdum 5.6512 8 1.47080 .52000
Sesudah 9.9475 8 4.89560 1.73086
PT. BPRS Al Wadiah Par 1 Sebdum 5.1550 8 .95189 .33654
Sesudah 4.8788 8 . 74113 .26203
PT. BPRS Al Madinah Par 1 Sebdum .0800 8 .04309 .01524
Sesudah 2.3588 8 1.81388 .64130
Paired Samples Corrdations
Nama Bank N Corrdation Sig.
PT.BJBS Par 1 Sebdum & Sesudah 8 -.436 .280
PT. Bank Muamd a Par 1 Sebdum & Sesudah 8 -.341 .408
PT.BPRSAI Wadiah Par 1 Sebdum & Sesudah 8 .864 .006
PT. BPRS Al Madinah Par 1 Sebdum & Sesudah 8 .664 .072
Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Nama Std. Interval of the Sig.
Bank Std. Error Difference (2-
Mean |Deviation| Mean Lower | Uppe T df |[tailed)
PT. BJBS | Par 1| Sebdum - Sesudah | -.62250 | 5.05960 | 1.78884 | -4.85243| 3.60743| -.348| 7 | .738
PT. Bank |Par 1| Sebdum - Sesudah
-4,29625| 5.57185 | 1.96995 | -8.95443( .36193 [-2.181| 7 .066
Muamda
Par 1| Sebdum - Sesudah
PT. BPRS 27625 | .48677 | .17210 | -.13070 | .68320 | 1.605| 7 | .152
Al Wadiah
Par 1| Sebdum - Sesudah
PT. BPRS -2.27875| 1.78554 | 63128 | -3.77150| -.78600 |-3.610| 7 | .009
Al Madinah

Berdasarkan hasil pengujian SPPS tabd 4.19 pada PT. BJBS, paired
samples statistics memperlihatkan rate-rata Non Performing financing NPF
sebelum fatwa sebesar 6,57 dengan standar deviasi 3,07 dan standar error mean
1,08 sedangkan rate-rata Non Performing financing NPF sesudah fatwa sebesar
7,20 dengan standar deviasi 2,90 dan standar error mean 1,02. Hd ini
menunjukkan bahwa rate-rata Non Peforming financing NPF nak setdah
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adanya fatwa Sedangkan paired samples corrdations menunjukkan bahwa
kordlasi antara dua variabd addah sebesar -0,436 dengan nila sig. (0,280) > a
(0,05), meka dapat disimpulkan bahwa tidek ada hubungan yang signifikan
sebelum dan sesudah adanya fatwa. Ha ini dapat juga dilihat dari kekuatan
koreasinya menunjukkan korelasi yang sangat rendah (-0,436). Hasil uji statistik
paired sample t-test, diperoleh nilai ty;ung SEbesar -0.348 dengan taraf signifikansi
a (5%) dan dergat kebebasan (n-1 atau 8-1=7) dengan pengujian menggunakan
uji dua fihak, maka diperoleh nilai tiapel SEbesar 2,365. Oleh karena nilai -ty >
- travel (-0,348 > -2,365) dan tingkat signifikansi > a (0,738 > 0,05), maka terima
Ho dan tolak Ha Artinya jika dilihat dari rasio NPF maka tidak terdapat
perbedaan secara signifikan antara Non Performing financing pada PT. BJBS
sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa. Hasil uji statistik paired sample t-test
menyimpulkan bahwa tidak terdagpsat perbedaan Non Performing financing
sebelum dan sesudah adanya fatwa pada PT. BJBS Artinya Non Performing
financing keungan sebelum dan sesudah fatwa adadah sama M eskipun ada
kenaikan jumlah rate-rata rasio sebdum dan sesudah fatwa dari 6,57 menjadi
7,20. Namun kenailkan itu tidak signifikan. Dengan demikian adanya fawa
tersebut yang menerangkan bahwa perbankan syariah boleh menggunakan metode
anuitas ddam pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah tidak begtu
mempengaruhi Non Performing financing . Berkaitan dengan NPF dilihat secara
rate-rata Non Performing financing PT. BJBS sebelum fatwa lebih baik dengan
kategori cukup sehat dibanding sesudah fatwa dengan kategori cukup sehat.
Berdasarkan hasil pengujian SPPS tabd 4.19 untuk PT. Bank M uamdat,
paired samples statistics memperlihatkan rate-rata Non Performing financing
NPF sebelum fatwa sebesar 5,65 dengan standar deviasi 1,47 dan standar error
mean 0,52 sedangkan rate-rata Non Performing financing NPF sesudah fatwa
sebesar 9,94 dengan standar deviasi 4,90 dan standar error mean 1,73. Hd ini
menunjukkan bahwa rate-rata Non Performing financing NPF nak setdah
adanya fatwa Sedangkan paired samples corrdations menunjukkan bahwa
kordlasi antara dua variabd addah sebesar -0,341 dengan nila sig. (0,408) > a
(0,05), maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan sebelum dan
sesudah adanya fatwa Ha ini dapat juga dilihat dari kekuatan koreasinya
menunjukkan korelasi yang sangat rendah (-0,341). Hasil uji statistik paired
sample t-test, diperoleh nila tpipung SEbesar -2,181 dengan taref signifikansi o
(5%) dan dergat kebebasan (n-1 atau 8-1=7) dengan pengujian menggunakan uji
dua fihak, maka diperoleh nilai tibel sebesar 2,365. Oleh karenanilai - tyiyg > -
tabel (-2,181 > -2,365) dan tingkat signifikansi > a (0,066 > 0,05), makaterimaHo
dan tolak Ha Artinya jika dilihat dari rasio NPF maka tidak terdapat perbedaan
secara signifikan antara Non Performing financing pada PT. Bank M uamdat
Tasikmaay a sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa. Hasil uji statistik paired
sample t-test menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan Non Performing
financing sebelum dan sesudah adanya fatwa pada PT. M uamdat. Artinya Non
Performing financing  keungan sebelum dan sesudah fatwa adadah sama
M eskipun ada kenaikan jumlah rate-rata rasio sebedum dan sesudah fatwa dari
5,65 menjadi 9,94. Namun kenakan itu tidak signifikan. Dengan demikian adanya
fatwa tersebut yang menerangkan bahwa perbankan syariah bolen menggunakan
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metode anuitas dalam pengakuan keuntungan pembiay aan murabahah tidak begtu
mempengaruhi Non Performing financing . Berkaitan dengan NPF dilihat secara
rata-rata Non Performing financing PT.Muamadat sebedum fatwa lebih bak
dengan kategori cukup sehat dibanding sesudah fatwa dengan kategori kurang
seha.

Berdasarkan hasil pengujian SPPS tabel 4.19 untuk PT. BPRSAI Wadiah,
paired samples statistics memperlihatkan rate-rata Non Performing financing
NPF sebelum fatwa sebesar 5,16 dengan standar deviasi 0,95 dan standar error
mean 0,34 sedangkan rate-rata Non Performing financing NPF sesudah fatwa
sebesar 4,88 dengan standar deviasi 0,74 dan standar error mean 0,26. Hd ini
menunjukkan bahwa rate-rata Non Performing financing NPF turun seteah
adanya fatwe. Sedangkan paired samples corrdations menunjukkan bahwa
kordasi antara dua variabel adaah sebesar 0,864 dengan nila sig. (0,006) < o
(0,05), maka dapat disimpulkan terdgpat hubungan yang signifikan sebelum dan
sesudah adanya fatwa dengan kekuatan kordasi sebesar 0,864. Hasil uji statistik
paired sample t-test, diperoleh nila tyiwun, SEbesar 1,605 dengen taraf signifikansi
a (5%) dan dergat kebebasan (n-1 atau 8-1=7) dengan pengujian menggunakan
uji dua fihak, maka diperoleh nila tune sebesar 2,365. Oleh karena nilai tyjtung <
tabel (1,605 < 2,365) dan tingkat signifikansi > a (0,152 > 0,05) , makaterimaHo
dan tolak Ha Artinya jika dilihat dari rasio NPF maka tidak terdapa perbedaan
secara signifikan antara Non Performing financing pada PT. BPRS Al Wadiah
Tasikmaay a sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwe. Hasil uji statistik paired
sample t-test menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan Non Performing
financing sebelum dan sesudah adanya fatwa pada PT. M uamdat. Artinya Non
Performing financing  keungan sebelum dan sesudah faiwa adadah sama
M eskipun ada penurunan jumlah rata-rata rasio sebelum dan sesudah fatwa dari
516 menjadi 4,88. Namun penurunan itu tidak signifikan. Dengan demikian
adanya fatwa tersebut yang menerangkan bahwa perbankan syariah boleh
menggunakan metode anuitas dadam pengakuan keuntungan pembiay aan
murabahah tidak begtu mempengaruhi Non Performing financing . Berkaitan
dengan NPF dilihat secara rate-rata Non Performing financing PT.BPRS Al
Wadiah sesudah fatwa lebih baik dengan kategori sehat dibanding sebelum fatwa
dengan kategori cukup sehat.

Berdasarkan hasil pengujian SPPS tabd 4.19 untuk PT. BPRS Al
M adinah, paired samples statistics memperlihatkan rate-rata Non Performing
financing NPF sebelum fatwa sebesar 0,08 dengan standar deviasi 0,43 dan
standar error mean 0,15 sedangkan rate-rata Non Performing financing NPF
sesudah fatwa sebesar 2,36 dengan standar deviasi 1,81 dan standar error mean
0,64. HA ini menunjukkan bahwa rate-rata Non Performing financing NPF naik
setdah adanya faiwa Sedangkan paired samples correlations menunjukkan
bahwa korelasi antara dua variabel adalah sebesar 0,664 dengan nilal sig. (0,072)
> a (0,05), maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan sebelum
dan sesudah adanya fatwa. Hd ini dgpat juga dilihat dari kekuatan kordasinya
menunjukkan kordasi yang sangat rendah (0,664). Hasil uji statistik paired
sample t-test, diperoleh nilal thipung SEbesar -3,610 dengan taref signifikansi o
(5%) dan dergat kebebasan (n-1 atau 8-1=7) dengan pengujian menggunakan uji
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dua fihak, maka diperoleh nila twne Sebesar 2,365. Oleh karena nilal - thjrung < -
ttabel (-3,610 < -2,365) dan tingkat signifikansi < o (0,009 < 0,05), makatolak Ho
dan terime Ha. Artinya jika dilihat dari rasio NPF makaterdapat perbedaan secara
signifikan antara Non Performing financing pada PT. BPRS Al Madinah
Tasikmaay a sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa Hasil uji statistik paired
sample t-test menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan Non Performing financing
sebelum dan sesudah adanyafatwapada PT. M uamalat. Perbedaan tersebut terjadi
karena ada kenalkan jumlah rate-rata rasio sebelum dan sesudah fatwa dari 0,08
menjadi 2,36. Dengan demikian adanya fatwa tersebut yang menerangkan bahwa
perbankan syarish boleh menggunakan metode anuitas dadam pengakuan
keuntungan pembiayaan murabahah dapat mempengaruhi Non Performing
financing . Berkatan dengan NPF dilihat secara rats-rata Non Performing
financing PT.BPRS Al M adinah sebelum fatwa lebih baik dengan kategori sangat
sehat dibanding sesudah fatwa dengan kategori sehat.

Secara umum  hasil penditian ini dgpat disimpulkan bahwa jika dilihat
dari rasio NPF, tidak terdagpat perbedaan yang signifikan antara Non Performing
financing sebelum dan sesudah fatwa pada PT. BJBS, PT. Bank M uamadat, dan
PT. BPRS Al Wadiah. Sedangkan terdapat perbedaan yang signifikan antara Non
Performing financing pada PT. BPRS Al M adinah sebelum dan sesudah adanya
fatwa Persamaan tersebut bisa diakibatkan oleh belum terimplementasikan secara
optima keputusan fatwa tersebut di lgpangan. Karena untuk menerapkan sy stem
peraturan yang baru dibutuhkan waktu yang tidak sebenter. Perbedaan tersebut
juga bisa terjadi diakibatkan oleh sudah terimplementasikan secara optima
keputusan fatwatersebut di lapangan.

Hasil penditian ini sgdan atau dapat dikomparasikan dengan penditian
sebedumnya yang dilakukan oleh Hermansyah (2014), mengenai Implementasi
Pembiay aan M urabahah pada Bank Syariah Dihubungkan dengan Fatwa DSN No.
84/DSN-M UI/X11/2012. Hasil penditian  menunjukkan  bahwa daam
implementasinya agpabila kita kgi secara kaidah figih maka ketentuan yang
terdgpa ddam Fatwa DSN No. 84/DSN-M UI/X11/2012, tidak sesua dengan
karakteristik transaksi syariah, karena penggunaan metode anuitas addah
merupakan konsep yang diperuntukan bag bank konvensionad. Secara legdlitas
bank syariah diperbolehkan untuk menggunakan metode anuitas dan metode
proporsiond.

San itu adgpun penditian yang dilakukan oleh Faisd (2014), yang
membahas mengenai M etode Anuitas dan Proporsional M urabahah sebagai
Bentuk Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Hasil penditian menunjukkan
bahwa metode anuitas mengacu pada PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60 karena
secara substansi dikategorikan sebaga bentuk pembiayaan. M etode Proporsiond
mengacu pada PSAK 102 karena secara substansi dikategorikan sebagai bentuk
kegatan jua beli.
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BAB V
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penditian dan pembahasan, maka penulis membuat
kesimpulan dari empa perbankan syariah yang bersedia dijadikan sampéd daam
penditian ini yaitu PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank M uamdat, PT.
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Wadiah, dan PT. Bank Pembiay aan Raky at
Syaiah Al Madinah yaitu sebagai berikut :Hasil uji Statistik Paired Samples T-
Test menunjukkan bahwa berdasarkan rasio NPF Non Performing financing
perbankan syariah sebelum dan sesudah diterbitkannya fatwa Nomor 84/DSN-
M UI/X11/2012 addah
a Tidak terdgpat perbedaan secara signifikan antara Non Perfor ming financing
pada PT. Bank Jabar Banten Syariah sebedum dan sesudah diterbitkannya
fatwa dan tidek ada hubungan yang signifikan sebedum dan sesudah
diterbitkannyafatwa
b. Tidak terdgpat perbedaan secara signifikan antara Non Performing financing
pada PT. Bank M uamdat sebedum dan sesudah diterbitkannya fatwa dan
tidak ada hubungan yang signifikan sebelum dan sesudah diterbitkannya
fawa
c. Tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara Non Perfor ming financing
pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Wadiah sebedum dan
sesudah diterbitkannya faiwa dan terdgpa hubungan yang signifikan
sebelum dan sesudah diterbitkannyafatwa
d. Terdapat perbedaan secara signifikan antara Non Performing financing
pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Madinah sebdum dan
sesudah diterbitkannya fatwa dan tidak ada hubungan yang signifikan
sebelum dan sesudah diterbitkanny afatwa
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